PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 086 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang:

Mengingat:

TAHUN 2013-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan

Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan Pasal
270 ayat (2) huruf b dan Pasal 253, evaluasi pelaksanaan
rencana kehutanan jangka panjang dilakukan paling
sedikit sekali dalam S5 (lima) tahun dan rencana
kehutanan jangka menengah dan jangka pendek
paling sedikit 1 (satu) kali serta hasilnya disahkan
oleh Gubernur;

bahwa selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan
tahun 2022 terakhir telah terjadi perkembangan
pembangunan pada sektor kehutanan dan sektor di luar
kehutanan serta adanya revisi Rencana Kehutanan
Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 yang menimbulkan
dinamika perubahan arah kebijakan dan
perubahan ruang pada kawasan hutan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kehutanan
Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2033;

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



10.

11.

12.

13.

-3-

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 928);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan,
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan
Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 322);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009
Nomor 16);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2023 Nomor 3 Tahun 2023);
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Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 102);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7
Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 106);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7
Tahun 2018 tentang Gerakan Revolusi Hijau (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018
Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 120);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA

KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2013 - 2033.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.



(1)

(2)

(1)

(2)
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Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan
alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi adalah rencana yang berisi arahan-
arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan
potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan
pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta
perkiraan kontribusi sektor kehutanan wilayah provinsi untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun.

Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai
fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif, dan
lestari.

BAB 11
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI

Pasal 2

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013-
2033 meliputi perencanaan kawasan Hutan dan Hutan di luar kawasan
Hutan dalam wilayah administrasi Daerah.

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggambarkan indikasi spasial atau ruang
perencanaan kehutanan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang
akan datang terutama terkait dengan arahan konservasi, perlindungan
dan rehabilitasi serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan Hutan.

Pasal 3

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 berisikan arahan makro pemanfaatan dan
penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan Hutan untuk
pembangunan Kehutanan dan pembangunan di luar Kehutanan yang
menggunakan Hutan serta perkiraan kontribusi sektor Kehutanan di
wilayah Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman dalam:

a. penyusunan rencana makro penyelenggaraan Kehutanan;
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b. penyusunan rencana pengelolaan Hutan di tingkat Kesatuan
Pengelolaan Hutan;

C. penyusunan rencana pembangunan Kehutanan;
penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan Hutan;

e. koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor;
dan/atau

f. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Pasal 4

(1) Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditinjau kembali paling lambat 5 (lima)
tahun sekali.

(2) Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-
2033 dan Peta Arahan Indikatif tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua
perencanaan kehutanan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 050 Tahun 2015 tentang Rencana Kehutanan
Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2033, dinyatakan tetap
berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 050 Tahun 2015 tentang Rencana Kehutanan
Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2033, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2¢ AeLsns 2013

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Aeusm$ 1022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR §¢
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